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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBIAYAAN PENEMPATAN

TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan
dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia/tenaga
kerja Indonesia, maka perlu diatur pembiayaan
penempatan yang memenuhi rasa keadilan, transparan
dan akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia ke Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5388);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5660);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (1882);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5638);
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan  Peraturan  Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE
LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut
calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI
adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan
kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima
upah.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum
yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah
untuk menyelenggarakan pelayanan penernpatan TKI di
luar negeri.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
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kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank  Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip
Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang.

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang
menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya
usaha.

Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan
hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum
lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka
dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan
orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya
dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan
saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah
Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Biaya penempatan Calon TKI/TKI baik sebagian maupun

seluruhnya dapat berasal dari Calon TKI/TKI yang

bersangkutan atau menggunakan dana pinjaman dari

Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.
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Pasal 3
Dana pinjaman untuk membiayai biaya penempatan Calon
TKI/TKI sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari
lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4
PPTKIS wajib memberikan pelayanan dan dilarang memaksa
Calon TKI/TKI untuk meminjam biaya penempatan kepada

Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan
Pinjam dalam memberikan layanan pinjaman kepada
Calon TKI/TKI harus dilakukan secara transparan dan
akuntabel serta melakukan upaya mitigasi atau
pencegahan terhadap risiko kegagalan pembayaran
pinjaman atau pembiayaan biaya penempatan Calon
TKI/TKI.

(2) Pelaksanaan pembayaran pinjaman atau pembiayaan
biaya penempatan dilakukan secara non tunai.

(3) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan
Pinjam wajib memfasilitasi pembukaan rekening Calon

TKI.

Pasal 6

(1) Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan
Pinjam harus melakukan wupaya mitigasi risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan
menggunakan skema asuransi kredit.

(2) Pembayaran premi asuransi kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Lembaga
Keuangan atau Koperasi Simpan Pinjam sebagai

tertanggung.



